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IMPLEMENTASI PERWALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK (KTR) PADA PUSKESMAS
RAWAT INAP PALARAN
DI SAMARINDA

Riska Dwi Wahyuni®

Abstrak

Riska Dwi Wahyuni, Implementasi Perwali Kota Samda Nomor 51
Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pad&keé3mas Rawat
Inap Palaran di Samarinda; di bawah bimbingan BdpakH. Muhammad
Noor, M. Si sebagai pembimbing | dan Bapak DrsHAmdan, M. Si sebagai
pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mekgasikan
Implementasi Perwali Kota Samarinda Nomor 51 Tal#@i12 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Puskesmas Rawat Redpran di
Samarinda, serta untuk mengetahui dan menjelasikaor{ffaktor penghambat
dalam Implementasi Perwali Kota Samarinda NomoiTahun 2012 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Puskesmas Rawat Redpran di
Samarinda.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian idalah metode
deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang beman untuk memberikan
gambaran serta penjelasan tentang variabel yaetitidiAnalisis data model
interaktif dari Milles dan Hubberman, yang diawatlengan proses
pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajitay dan penarikan
kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PuskesmasvaRalnap
Palaran sudah mengupayakan pelaksanaaan kawaparr@iok sesuai dengan
indikator-indikator penelitian yaitu hak dan kewveajn Perwali Kota Samarinda
Nomor 51 Tahun 2012. Namun dalam pelaksanaannyenbleérjalan dengan
maksimal, serta faktor-faktor yang menjadi penghaindalam penelitian ini
yaitu: sosial budaya masyarakat, tingkat pendidikéasilitas pendukung
kawasan tanpa rokok, serta pemberian sanksi yaregguegas.
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Dalam buku Rencana Strategis Kementerian Kesehataim 2010-
2014 (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Ind@nesi

! Mahasiswa Program S1 Administrasi Publik, Fakullasu Sosial dan llmu Politik,
Universitas Mulawarman. Email: riskadwi.w23.rdw@ gincam



Implementasi Perwali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 (Riska Dwi W.)

No0.HK/03.01/160/1/2010) ditetapkan Visi dan Misinf®mngunan Kesehatan
selama 5 tahun kedepan (2010-2014). Visi barwydtasyarakat Sehat Yang
Mandiri dan Berkeadilan” yang akan diwujudkan dengaisi-misi, pertama
yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakaglumepemberdayaan
masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madasi. kkdua adalah
melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamisedi@nya upaya
kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, daredditin. Misi selanjutnya
yaitu menjamin ketersediaan dan pemerataan sumjlzerkesehatan, misi
terakhir adalah menciptakan tata kelola yang baik.

Masalah kesehatan adalah masalah kompleks yangpakam hasil
dari berbagai masalah lingkungan yang bersifat ialammaupun buatan
manusia. Datangnya penyakit merupakan hal yand tiilsa ditolak, tetapi
semua dapat dicegah ataupun dihindari. Sebab setapsia ingin merasakan
lingkungan yang sehat dan berhak untuk mendapgt&dimdungan kesehatan
lingkungan, termasuk hak untuk menghirup udaratde¢iaas dari asap rokok.
Sebab merokok menyebabkan terganggunya atau meryarukesehatan
masyarakat bagi perokok maupun yang bukan perokok.

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 288aAm
Diskominfo Prov.Kaltim 2013) menyatakan, prevaldd$iM di Kaltim seperti
hypertensi 31,3 persen, stroke 0,7 persen, diabet@dbtus 1,3 persen dan
kanker 0,4 persen. Selain itu masih banyak lagu&#&STM lainnya, dan angka
merokok setiap hari di Kaltim mencapai 21,6 perdan jumlah penduduk.
Saat ini PTM meningkat signifikan dan menjadi emde global. Utamanya
penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes,dtaadkn pernapasan kronis.

Kondisi ini membuktikan bahwa perokok di Indonesgak memiliki
kesadaran mencemari lingkungan. Hal inilah yangamsemya mampu
dioptimalkan pihak pemerintah, untuk mengurangi ipgatan penghisap
rokok di lingkungan sehat yang menyebabkan masgatekganggu akan asap
rokok. Kurang sadarnya masyarakat akan akibatrdarokok serta asap yang
di timbulkan mengakibatkan gangguan kesehatanyaang bukan perokok.

Untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan pelayanan hatse
masyarakat, pemerintah kota Samarinda membuat Pesemor 51 Tahun
2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang disingkat .KKRR adalah
ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untgkateen merokok atau
kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan daru atempromosikan
produk rokok. Keinginan perwali ini tercermin didal ketentuan pasal 6
bahwa setiap orang berhak atas udara bersih dakmehudara yang bebas
dari asap rokok dan berhak atas informasi dan eiyeang benar mengenai
rokok/merokok dan bahayanya bagi kesehatan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Perwali Kota Samarindendio51 Tahun
2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Pusestawat Inap
Palaran Kota Samarinda?
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2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam ImplenserRarwali Kota
Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan TRogeaek (KTR)
pada Puskesmas Rawat Inap Palaran Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasiwéi Kota
Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan TRiogak pada
Puskesmas Rawat Inap Palaran Kota Samarinda.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor—faktor pantpbat dalam
Implementasi Perwali Kota Samarinda Nomor 51 TaR042 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Puskesmas RawatRatran Kota
Samarinda.

Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat benkan
sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembandfano i
administrasi Negara mengenai Implementasi Perwalia KSamarinda
Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa RokokRjKpada
Puskesmas Rawat Inap Palaran Kota Samarinda dagasemasukan
bagi peneliti yang ingin memperluas bidang kajiaada penelitian
lanjutan.

2.  Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu negikdén
sumbangan pemikiran bagi para pembuat keputusam pérUMUS
kebijakan. Serta sebagai bahan informasi dan masb&gi pihak-pihak
terkait. Terutama Puskesmas Rawat Inap Palaraimmdalalaksanakan
Implementasi Perwali Kota Samarinda Nomor 51 TaR0h2 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Puskesmas RawatFakmpan Kota
Samarinda.

Kerangka Dasar Teori
Teori dan Konsep
Kebijakan Publik

Kebijakan publik diciptakan untuk mengatur kehidup@asyarakat
untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersaksbijakan adalah
serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkaim geseorang, kelompok,
atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentwadénterdapat hambatan-
hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kekiman (kesempatan-
kesempatan) dimana kebijakan itu diusulkan agagumer dalam mengatasinya
untuk mencapai tujuan yang dimaksud. (Friedriclaumiahgustino, 2006:7)

I mplementas (Pelaksanaan)
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pelaksatiastikan
sebagai penggerak suatu keberhasilan dalam merlanggsegala persoalan
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yang ada untuk mencapai hasil yang semaksimal nwung&ng sudah
direncanakan untuk dapat menjadikan suatu rendaniisa digerakkan atau
memberikan hasil yang maksimal. Nurdin (2002:70) ngeenukakan
pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksadsah bermuara pada
aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisnsgussistem. Implementasi
bukan sekedar aktifitas, tapi suatu kegiatan yaregntana dan untuk mencapai
tujuan kegiatan.

Kemudian Guntur (2004:39) Implementasi adalah jpesdn aktivitas
yang saling menyesuaikan proses interaksi antawartuatau tindakan untuk
mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksarmkrasi yang efekitif.

I mplementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakaa agar sebuah
kebijakan akan mencapai tujuannya. Menurut Lesher Stewart yang dikutip
(dalam Winarno 2002:101-102) menjelaskan bahwaédmphtasi merupakan
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintatukimencapai tujuan yang
telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat pilian untuk
mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimpléséannya dalam
bentuk program-program dan melalui formulasi kédaijederivate atau turunan
dari kebijakan tersebut. (Nugroho 2008:158). Ol@neka itu implementasi
kebijakan yang telah dijelaskan oleh nugroho mekapadua pilihan, dimana
yang pertama langsung mengimplementasikan dalanwulbgorogram dan
pilihan kedua melalui bentuk formulasi kebijakan.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok didasaksupertaturan
pemerintah dan undang-undang (Perwali Kota Samarhal51 Tahun 2012
Tentang Kawasan Tanpa Rokok). Antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun92@&htang

Kesehatan pasal 113 sampai dengan 116.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18una2003
tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 41 Tahun 1@9ang

Pengendalian Pencemaran Udara.

Rokok
Menurut Silvan Tomkins (dalam Al Bachri, 1991), aghimana dikutip
Mu'tadin (2007) ada empat perilaku merokok berdematManagement Of
Affect Theory, keempat tipe tersebut adalah:
1. Kondisi perokok yang dipengaruhi oleh perasaantipos&reen (dalam
Psychological Factor in Smoking, 1978) membedakan tiga sub tipe:
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a. Pleasure Relaxation, perilaku merokok hanya untuk menambah atau
meningkatkan kenikmatan yang sudah didapat, miaaetelah makan.

b. Smulation to pick them up, perilaku merokok hanya dilakukan
sekedarnya untuk menyenangkan perasaan.

c. Pleasure of handling the cigarette, kenikmatan yang diperoleh dengan
memegang rokok.

2. Kondisi merokok yang dipengaruhi oleh perasaan thegaMisalnya bila
ia marah, cemas, gelisah, rokok dianggap sebaggefzenat.

3. Perilaku merokok yang adiktif. Oleh Glenn disebeibagaipsychological
addiction. Mereka yang sudah adiksi, akan menambah dos@k rgéng
digunakan tiap saat setelah efek rokok yang dinigagerkurng. Mereka
akan pergi membeli rokok walau tengah malam, karanighawatir jika
rokok tidak tersedia saat ia menginginkannya.

4. Kondisi merokok yang sudah menjadi kebiasaan. Memenggunakan
rokok bukan karena untuk mengendalikan perasaata fjae ini merokok
sudah merupakan suatu perilaku yang bersifat otersating kali tanpa
disadari menghidupkan api bila rokoknya sudah habis

Bahaya Rokok
Merokok membahayakan setiap organ didalam tubuhrokd&
menyebabkan penyakit dan memperburuk kesehatankubeini adalah
penyakit-penyakit akibat/dampak dari rokok (Ramaatdy2014) :
. Penyakit Jantung
Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)
Kanker Paru dan Kanker lainnya
Diabetes
Impotensi
Menimbulkan Kebutaan
Penyakit Mulut
Gangguan Janin
Gangguan Pernafasan

CoNoGOR~WNE

Perwali Kota Samarinda No.51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
(KTR)

Tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk meiayad ruang
untuk merokok ditetapkan pada pasal 3 ayat (2uyait
Tempat fasilitas pelayanan kesehatan,
Tempat proses belajar mengajar,
Tempat anak bermain,
Tempat ibadah,
Angkutan umum. Dilarang menyediakan tempat khusiiskumerokok dan
merupakan KTR hingga batas terluar.

agrnNE
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Tempat-tempat yang diperbolehkan menyediakan temypatiuk
merokok pada Pasal 4 yaitu:
1. Tempat kerja,
2. Tempat umum, dan
3. Tempat sarana dan prasarana kegiatan olah ragatupert Dapat
menyediakan tempat khusus merokok dengan memeatsygratan:
a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubutgagsung
dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkigagan baik;
b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruaig Yyang
digunakan untuk beraktivitas;
c. Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Definisi Konsepsional

Implementasi Perwali Kota Samarinda Nomor 51 Tab@h?2 tentang
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Rawat Inalardh adalah
pelaksanaan peraturan walikota tentang larangaokoledi Puskesmas Rawat
Inap Palaran, dengan cara memberikan edukasi daftamasi pada
masyarakat sesuai dengan pasal-pasal yang tertdalagn Perwali Kota
Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kawasan Tdétgeok serta
pemberian sanksi tegas bagi pelanggar yang tetapkote di lingkungan
Puskesmas Rawat Inap Palaran Kota Samarinda.

M etode Penelitian
Jenis Pendlitian

Sesuai dengan judul pada penelitian ini maka pgmaknggunakan
jenis penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu pere&n yang memaparkan dan
bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjel@sdang variabel yang
diteliti. Dalam penelitian ini adalah tentang Implentasi Peraturan Walikota
Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa RokoRjhda Puskesmas
Rawat Inap Palaran.

Fokus Penelitian
1. Perwali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 tentsagasan Tanpa
Rokok pada Puskesmas Rawat Inap Palaran Kota Safaari
a. Sosialisasi Mengenai Perwali Kota Samarinda NonioiT&un 2012
tentang Kawasan Tanpa Rokok (Pasal 7) melalui:
1.) Iklan/Poster Informasi dan Edukasi mengenai Perwtita
Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kawasan TRakak.
2.) Informasi mengenai bahaya rokok dan asap rokok kesghatan.
3.) Tanda larangan merokok.
b. Pelaksanaan Sosialisasi Perwali Kota Samarinda Néfn®ahun 2012
tentang Kawasan Tanpa Rokok (Pasal7).
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c. Sanksi bagi pelanggar yang tetep merokok di linglmnPuskesmas
Rawat Inap Palaran Kota Samarinda berupa:
1.) Teguran.
2.) Denda.
2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Perwalia Samarinda
No.51 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Kk®p Puskesmas
Rawat Inap Palaran Kota Samarinda.

Jenisdan Sumber Data
a. MetodePurposive Sampling
b. Teknik Accidental Sampling
Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:
1. Data Primer
2. Data sekunder
a. Dokumen-dokumen
b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan media magsag relevan
dengan fokus penelitian
c. Internet/Wibsite

Teknik Pengumpulan Data
1. Penelitian perpustakaahbfary Research) yaitu :

Pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dalam mymrigan data
dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannyagadenudul dan
pembahasan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangar{eld Work Research) yaitu :
a. Observasi, pengumpulan data dengan mengadakalitipaiangsung.
b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk mledgn
keterangan-keterangan yang berkaitan dengan panefit.
c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengamggunakan
dokumen sebagai sumber data.
Teknik Analisis Data
1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Menarik kesimpulan

Hasil Pendlitian
Implementasi Perwali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Implementasi Perwali Kota Samarinda Nomor 51 Tabdih? tentang
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) didukung dengan teorni dester dan Stewart
yang dikutip dalam Winarno yang menyatakan bahwa@@mentasi merupakan
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintaukimencapai tujuan yang
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telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakalar®d setiap kebijakan

selalu memiliki maksud dan tujuan dalam memaksiaralkebijakan tersebut

dalam pelaksanaannya. Perwali Kota Samarinda Néthdiahun 2012 tentang

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menginginkan bahwa d#8mR harus benar-

benar memperhatikan hak setiap orang seperti pastl p bahwa setiap orang

berhak atas udara bersih dan menikmati udara yabgsbdari asap rokok dan
berhak atas informasi dan edukasi yang benar mangekok atau merokok
dan bahaya bagi kesehatan. Agar hak tersebut ttapatjud secara maksimal,
setiap lingkungan yang masuk dalam ruang lingkui Kitemiliki kewajiban
seperti yang tertera pada pasal 7 yang berbunyi:

a. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di Kyie&Rg menjadi
tanggungjawabnya, dan

b. Membuat dan memasang tanda-tanda peringatan djlan@nokok sesuai
persyaratan di semua pintu masuk utama dan di teygpey dipandang
perlu dan mudah terbaca.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, perkdis menjelaskan
dari uraian hasil penelitian dilapangan berdasarakus penelitian untuk
mewujudkan KTR berdasarkan pasal 7 dan pasal 12umel
1. Sosialisasi mengenai Perwali Kota Samarinda NombrT&hun 2012

tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan cara maimbu

a. lklan/poster informasi dan edukasi mengenai Peritata Samarinda
Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa RokoRJKT

b. Informasi mengenai bahaya rokok dan asap rokokkesghatan.

c. Tanda larangan merokok.

2. Pelaksanaan Sosialisasi Perwali Kota Samarinda Nd&hoTahun 2012
tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada PuskesmagatRmap
Palaran.

3. Sanksi bagi pelanggar yang tetap merokok di lingemnPuskesmas Rawat
Inap Palaran, berupa:

a. Teguran, dan
b. Denda.

Sosialisas Mengenai Perwali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012

tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Mengenai hasil penelitian tentang sosialisasi Immgletasi Perwali
Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kaw&aapa Rokok (KTR).
Sosialisasi merupakan proses menyebarluaskan iafrndalam rangka
mengumumkan dan memberi tahu masyarakat mengemayagemberlakuan
KTR. Sosialisasi KTR menginginkan agar dapat memamilara yang bersih
dan bebas dari bahaya asap rokok. Seperti yargraepada pasal 6 bahwa
setiap orang berhak atas udara bersih dan menilumdata yang bebas dari
asap rokok dan berhak atas informasi dan edukagj panar mengenai rokok
atau merokok dan bahaya bagi kesehatan. Dalam spsus®alisasi kepada
masyarakat harus memperhatikan hal-hal yang barkalengan kepentingan
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orang banyak agar dapat diterapkan dimana sajatisBpskesmas Rawat Inap
Palaran Kota Samarinda. Sosialisasi didasarkan pestl 7 yang berbunyi:

a. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di K/&Rg menjadi
tanggungjawabnya, dan

b. Membuat dan memasang tanda-tanda peringatan djlan@arokok
sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama ideemgat yang
dipandang perlu dan mudah terbaca.

Salah satu aspek penting dalam upaya mewujudkaragawTanpa
Rokok (KTR) adalah sosialisasi. Sosialisasi merapak proses
menyebarluaskan informasi dalam rangka mengumundeanmemberi tahu
masyarakat mengenai adanya pemberlakuan KTR diimggknnya. Sosialisasi
KTR menginginkan agar dapat menjamin udara yangilibetan bebas dari
bahaya asap rokok. Seperti yang tertera pada pdsdiwa setiap orang berhak
atas udara bersih dan menikmati udara yang bebaas#p rokok dan berhak
atas informasi dan edukasi yang benar mengenaikrekau merokok dan
bahaya bagi kesehatan. Dalam proses sosialisasidkemasyarakat harus
memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kemgani orang banyak agar
dapat diterapkan dimana saja seperti PuskesmastRaa@ Palaran Kota
Samarinda.

Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok didasaksupetaturan
pemerintah dan undang-undang (Perwali Kota Sanmamhol51 Tahun 2012
Tentang Kawasan Tanpa Rokok). Antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun92@&htang
Kesehatan pasal 113 sampai dengan 116.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18unta2003
tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 41 Tahun 1@9%ang
Pengendalian Pencemaran Udara.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Puskesmas Rawgt Palaran
Kota Samarinda dalam upaya sosialisasi mewujudkdiR Kang mulai
diterapkan pada tahun 2015 sudah diterapkan semalkswungkin, hal ini
dapat dilihat dari:

1. Adanya spanduk Perwali Kota Samarinda Nomor 51 fmaR012
tentang Kawasan Tanpa Rokok yang besar dipasangledan
Puskesmas agar dapat dibaca oleh masyarakat yargléamg disekitar
Puskesmas.

2. Selain spanduk didepan, didalam Puskesmas Rawaitémdapat juga
sosialisasi tentang KTR melalui gambar-gambar mési mengenai
bahaya rokok dan asap rokok bagi kesehatan.

3. Tanda-tanda larangan merokok yang ditempatkan miydinding luar
dan dalam ruangan agar mudah dibaca dan dilihdt wiasyarakat
yang berada di lingkungan Puskesmas Rawat Inapapala
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Puskesmas Palaran juga bekerjasama destgkeholder yang berada
di wilayah kerja Puskesmas Palaran yaitu Kecamaaiyrahan, LSM dan
LPM untuk berkeliling membawa spanduk untuk meradissisikan Perwali
Kawasan Tanpa Rokok agar sosialisasi yang dilakulka@pat menjangkau
seluruh masyarakat luas dengan sasaran tempatttearpai, seperti pasar,
sekolah, dan tempat kerja. Masyarakat menilai babitvak Puskesmas Palaran
sudah cukup baik dalam upaya memberikan sosialipagda masyarakat
mengenai adanya Perwali tentang Kawasan Tanpa Rgkuod diterapkan di
Puskesmas Rawat Inap Palaran, karena dalam upsigdisssi yang dilakukan
masih terdapat beberapa kekurangan. Hat ini daphatddari gambar dan
tanda-tanda larangan merokok yang dipasang, tulilsen gambarnya mulai
kabur dan pudar. Sehingga menyulitkan masyarakag yagin membaca
tulisan dan melihat gambar tersebut.

Pelaksanaan Sosialisas Perwali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012
tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Puskesmas Rawat | nap Palaran

Pelaksanaan sosialisasi menghendaki bahwa sosialysag telah
dilakukan sebelumnya dapat mendorong peran sersyarakat dalam upaya
penyelenggaraan kebijakan pemerintah mengenai Kewdsanpa Rokok
dengan memperhatikan aturan-aturan, larangan-lanardan sanksi yang
diberikan bagi masyarakat. Pelaksanaan sosiatisagatakan berhasil apabila
dalam prakteknya sudah tidak ada lagi masyarakeg yeerokok di lingkungan
Puskesmas dan banyak masyarakat yang patuh akam-aturan yang ada
tentang Kawasan Tanpa Rokok tesebut. Serta sikag gkan diambil oleh
pihak Puskesmas jika masih terdapat masyarakat yaladxk mengetahui
tentang adanya Peraturan mengenai Kawasan Tanpk Rakg di berlakukan
di lingkungan Puskesmas Rawat Inap Palaran.

Hasil penelitian menjelaskan bahwadalam pelaksasasialisasi yang
telah dilakukan belum mencapai hasil yang diingmik&erlandaskan Perwali
Kota samarinda Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kaw@sapa Rokok (KTR)
Puskesmas Palaran berupaya membantu pemerintah ofelevujudkan KTR

Dalam pelaksanaan sosialisasi tentang adanya Rdfatal Samarinda
Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok/KltRak Puskesmas
sudah membuat sosialisasi dengan cara:

1. Spanduk Perwali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2@&iffang

Kawasan Tanpa Rokok,

2. Terdapat juga sosialisasi tentang KTR melalui gangaabar
informasi mengenai bahaya rokok dan asap rokokkesghatan, serta

3. Tanda-tanda larangan merokok yang ditempatkan mijrdinding luar
dan dalam ruangan.

Puskesmas Palaran juga bekerjasama destgkeholder yang berada
di wilayah kerja Puskesmas Palaran yaitu Kecamaaiyrahan, LSM dan
LPM untuk berkeliling membawa spanduk untuk meradissisikan Perwali
Kawasan Tanpa Rokok agar sosialisasi yang dilakulka@pat menjangkau
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seluruh masyarakat luas dengan sasaran tempatitearpai, seperti pasar,

sekolah, dan tempat kerja.

Dari pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan masiintb memberikan
hasil yang ingin dicapai. Hal tersebut dapat dililtari masih terdapat
masyarakat yang malakukan kegiatan merokok di lingkn Puskesmas
Rawat Inap Palaran. Puskesmas Palaran sudah nmajalatugasnya
berdasarkan Perwali, dan sudah melakukan sosialitas membuat serta
menempel tanda-tanda larangan merokok. Perokok yatmp merokok
mendapat teguran dari Puskesmas untuk segera reematkoknya tanpa ada
sanksi yang tegas berupa denda dengan nominalnttertgang dapat
memberikan efek jera pada masyarakat.

Masyarakat juga menginginkan adanya tempat khustisk umerokok
agar perokok tidak merokok sembarangan dan tidakggenggu pasien dan
masyarakat lain yang berada di Puskesmas Rawat Rwgran karena
menghirup asapnya. Namun pada Perwali Kota Sansafw51 Tahun 2012
pada pasal 3 ayat 2 fasilitas pelayanan kesehatik tdiperbolehkan
menyediakan ruang untuk merokok. Bila tidak di akdn perokok akan
melanggar aturan yang ada dengan merokok sembaradga mengganggu
masyarakat lain yang berada dilingkungan Puske&aast Inap Palaran.
Sanks Bagi Pelanggar yang Tetap Merokok di Lingkungan Puskesmas
Rawat Inap Palaran

Mengenai hasil penelitian tentang Sanksi bagi Rgjanyang Tetap
merokok di lingkungan Puskesmas Rawat Inap Pal®endasarkan pada
Perwali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 tenkangasan Tanpa Rokok
(KTR) pada Pasal 12 yang berisi :

1) Pelanggaran atas kewajiban (pasal 7) dikenakarsisadkninistrasi berupa:
a. Peringatan tertulis;

b. Penghentian sementara kegiatan; dan
c. Pencabutan izin.

2) Pelanggaran atas ketentuan tentang larangan unerkproduksi atau
membuat rokok, menjual rokok, memasang iklan, mempsikan rokok
dan merokok. akan dikenakan sanksi denda setimgggihya sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pada Perwali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 20¥bdtkan bahwa
Kawasan Tanpa Rokok atau KTR merupakan ruangan atea yang
dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atauidkag memproduksi,
menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan prookik. Dari peraturan
tersebut sudah jelas bahwa bahwa semua kegiatanbgghubungan dengan
rokok dilarang dilakukan dilingkungan yang beradéath ruang lingkup KTR,
dalam hal ini adalah Puskesmas Rawat Inap Palaran.

Pemberian sanksi sangat diperlukan dalam upaya gakken aturan
yang ada. Pemberian sanksi bertujuan untuk merkadapelaku yang
melakukan pelanggaran agar tidak melakukan halyag@g dilarang dan
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merugikan orang lain. Pemberian sanksi juga beatujuntuk memberikan
contoh kepada masyarakat agar tidak meniru penbupédaku pelanggar
aturan. Dalam hal ini pemberian sanksi dimaksudkan memberi rasa takut
pada pihak lain, bila ingin melakukan pelanggarakanakan memperoleh hal
yang sama seperti yang dialami oleh pelaku yangenmaa sanksi dari pihak
Puskesmas Rawat Inap Palaran.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pembesemksi belum
berjalan secara maksimal. Dalam pasal tersebut aenganksi bagi instansi,
dan sanksi bagi pelanggar aturan yang tetap merdkokang lingkup KTR
berupa teguran dan denda. Sanksi denda pada P&wabr 51 Tahun 2012
merupakan sanksi bagi instansi dan masyarakat detgada maksimal Rp
50.000.000,- yang tidak menjalankan dan mematuwhraatsesuai yang telah
ditentukan didalam Perwali Kota Samarinda NomorTahun 2012 tentang
Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pada Puskesmas RawptRataran sanksi
yang diberikan bagi perokok yang tetap merokok jeeteguran. Sanksi denda
dengan nominal tertentu belum diterapkan karenanbedda kebijakan dari
Kepala Puskesmas Palaran.

Faktor-Faktor yang Menghambat Implementass Perwali Kota Samarinda
Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

a. Sosial budaya masyarakat, yang meliputi kebiasaan rdasyarakat,
pola pikir masyarakat, lingkungan masyarakat damdppat-pendapat
dari masyarakat yang menganggap asap rokok dapegusie nyamuk,
perilaku dan kesadaran dari masyarakat yang kuakag bahaya asap
rokok.

b. Selain sosial budaya masyarakat, yang menjadi fgémgahambat
lainnya adalah tingkat pendidikan yang mempenganpiia pikir
masyarakat, dan menyulitkan masyarakat memahamisudaklari
sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Puskesmas.

c. Fasilitas pendukung, seperti tempat khusus untuloko& yang tidak
ada sehingga membuat masyarakat melakukan pelamggaerokok
disembarang tempat, dan

d. Yang menjadi faktor penghambat yang terakhir adglamberian
sanksi yang kurang tegas dari pihak Puskesmasggghimasyarakat
yang melanggar tidak merasa takut terkena sanksi.

Kesmpulan
1. Implementasi Perwali Kota Samarinda Nomor 51 TaR0i2 tentang
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Puskesmas RawaPlalapan.
a. Sosialisasi mengenai Perwali Kota Samarinda Nonmioff &hun 2012
tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Dari hasil penelitian dan pembahasan, sosialisasg ydilakukan
oleh Puskesmas Rawat Inap Palaran sudah cukup nmraksHal
tersebut dapat dilihat dari:
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1) Adanya spanduk Perwali Kota Samarinda Nomor 51 ma@i2
tentang Kawasan Tanpa Rokok yang besar dipasandemin
Puskesmas agar dapat dibaca oleh masyarakat yandalang
disekitar Puskesmas.

2) Selain spanduk didepan, didalam Puskesmas Rawaitérdapat
juga sosialisasi tentang KTR melalui gambar-gamb&srmasi
mengenai bahaya rokok dan asap rokok bagi kesehatan

3) Tanda-tanda larangan merokok yang ditempatkan mgpdinding
luar dan dalam ruangan agar mudah dibaca dan tdibkeh
masyarakat yang berada di lingkungan Puskesmas tRimap
Palaran.

Namun masih terdapat beberapa tanda-tanda yanspartukian
gambarnya mulai kabur sehingga menyulitkan masgang&ng ingin
mengetahui dan membaca isi dari tanda-tanda tersebu
Pelaksanaan Sosialisasi Perwali Kota Samarinda Néihdahun 2012
tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada PuskesmastRaap
Palaran.

Sanksi bagi pelanggar yang tetap merokok di linglmnPuskesmas

Rawat Inap Palaran,

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan, isasy
diberikan oleh pihak Puskesmas Rawat Inap Palaagnhgerokok yang
tetap merokok di lingkungan Puskesmas Rawat Inégrdaberupa:

1) Sanksi teguran matikan segera rokok anda.

2) Sanksi denda dengan nominal tertentu belum ditarajdarena
belum ada kebijakan dari kepala Puskesmas Pal@eata petugas
Puskesmas Rawat Inap Palaran yang berjaga padmrhatatidak
menegur perokok yang melanggar aturan sehingg&getersebut
dengan leluasa merokok di depan ruang rawat daddsaianpa di
tegur petugas yang lalu-lalang.

2. Faktor-Faktor Penghambat:

a.

Sosial budaya masyarakat yang meliputi kebiasaan ndasyarakat,
pola pikir, lingkungan dan pendapat-pendapat magkgdr yang
menganggap asap rokok mengusir nyamuk, perilaku kdsmadaran
yang kurang.

Selain sosial budaya masyarakat, yang menjadi rfak¢émgahambat
lainnya adalah tingkat pendidikan yang mempenganpiia pikir

masyarakat,

Fasilitas pendukung seperti tempat khusus untuloko&ryang tidak
ada sehingga membuat masyarakat melakukan pelamggaerokok
disembarang tempat, dan

Yang menjadi faktor penghambat yang terakhir adp&herian sanksi
yang kurang tegas dari pihak Puskesmas sehingggaméat yang
melanggar tidak merasa takut terkena sanksi.
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Saran
1)

2)

3)

Puskesmas Rawat Inap Palaran perlu mengadakanapgmnbtanda-
tanda, gambar-gambar dan informasi larangan m&rgkog mulai
pudar dan sulit dibaca agar lebih menarik masyarakduk mau
mebaca dan lebih ingin tahu apa isi dan maksud t@ada-tanda
tersebut. Solusi memperbarui tanda-tanda, gambabgayang ada,
bila perlu bekerjasama dengan pihak terkait dalaembuat tanda-
tanda dan gambar agar sesuai dengan aturan yan§extia sosialisasi
lebih ditekankan pada gambar tentang akibat rokakena sosialisasi
dengan gambar atau suara lebih cepat sampai dak kkamasyarakat
daripada tulisan atau bacaan.

Puskesmas Rawat Inap Palaran harus memberikani seamgs tegas
agar masyarakat yang ingin merokok di lingkungaskBsmas merasa
takut dan mengurungkan niat untuk merokok di PuskssRawat Inap
Palaran Kota Samarinda. Solusi ketegasan petuggs gang dan
malam ditingkatkan. Sanksi denda berupa uang dengaminal
tertentu perlu diterapkan untuk mengurangi juml&apggaran dan
memberi rasa takut bila ingin melakukan pelangg&ena ada denda
yang diberlakukan.

Fasilitas pendukung pelayanan (tempat khususu umtrokok) yang
harus diupayakan oleh pihak Puskesmas Rawat IntgraRaKota
Samarinda, agar dalam proses penerapan KTR dapaksimalkan.
Serta dapat mengurangi jumlah pelanggar bila terkipasus merokok
disedikan. Solusi sediakan tempat khusus untuk ko&rbagi perokok.
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